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ABSTRAK
Adanya ketidakselarasan  penafsiran dan  pelaksanaan  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  lain  secara horizontal.  Isi dari ketentuan pada Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan dan PKPU  dengan  Pasal  21  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  saling tumpang  tindih  sehingga  tidak  menimbulkan  rasa  aman  bagi  kreditor separatis  pemegang  hak  tanggungan  dan  mempertanyakan  mekanisme mana yang menjamin kewenangannya dalam penerapan hukum  dalam asas kepastian  hukum  apabila  debitor  pailit  dan  dipailitkan  seperti  yang tertuang  dalam  sertifikat  hak  tanggungan  yang  mengikat  debitor  dan kreditor, Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam boedel pailit, serta untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum boedel pailit dari harta debitor menurut Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukum kreditor terhadap harta kreditor yang masuk dalam budel pailit. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitataif. 
Kesimpulan yang dapat didapatkan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan adalah akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam Boedel Pailit adalah akibat  pernyataan  pailit  bagi  kreditor  yaitu   kedudukan  para  kreditor  adalah  sama  (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit  sesuai  dengan  besarnya  tagihan  mereka  masing-masing  (pari  passu  pro  rata  parte)  Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan yaitu  kreditor  separatis. Sedandkan upaya hukumnya adalah penekanan terhadap ketentuan Pasal Pasal 100 jo. Pasal 102 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lah yang dapat dilakukan kreditor separatis ketika terjadi “pelumpuhan” hak kreditor separatis dalam mengeksekusi harta debitor. Kedudukan hukum boedel pailit dari harta debitor menurut Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Kata Kunci:Perlindungan Hukum, Kreditor Separatis, Hak Tanggungan

ABSTRACT
There is a misalignment of interpretation and implementation with other laws and regulations horizontally. The contents of the provisions in Article 56 and Article 59 of the Bankruptcy Law and PKPU with Article 21 of the Mortgage Law overlap each other so that it does not create a sense of security for separatist creditors who hold mortgages and question which mechanism guarantees their authority in implementing the law under the principle of legal certainty if bankrupt and bankrupt debtors as stated in the mortgage certificate that binds the debtor and creditor. The purpose of this research is to examine and analyze the legal consequences and legal remedies that can be taken by creditors holding mortgage rights for the inclusion of dependent objects in the bankruptcy estate, as well as to examine and analyze the legal status of the bankruptcy estate of the debtor's assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in conjunction with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Goods g Relating to Land.
The research method that the researcher uses is a research specification using analytical descriptive that is to provide a complete and systematic general description of the legal protection of creditors against creditors' assets that are included in the bankrupt budget. The approach method uses normative juridical, namely legal research that focuses on the study of library data as secondary data. The data collection technique that will be used in this research is document study. The method of data analysis is normative qualitative.
The conclusion that can be obtained based on the results of the analysis carried out is that the legal consequences and legal remedies that can be taken by creditors holding mortgage rights for the inclusion of the mortgage object in the Bankruptcy Boedel are the result of bankruptcy statements for creditors, namely the position of creditors is the same (creditorium parity) and therefore they have the same rights over the results of the execution of bankrupt boedel in accordance with the amount of their respective bills (pari passu pro rata parte). While the legal remedy is the emphasis on the provisions of Article 100 jo. Article 102 of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations can be carried out by separatist creditors when there is "paralysis" of the rights of the separatist creditors in executing the debtor's assets. The legal position of the bankruptcy estate of the debtor's assets according to Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations in conjunction with Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and Objects Related to Land
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian
Perkembangan  perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini serta  modal yang dimiliki oleh pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman modal yang berasal dari perbankan atau pinjaman modal melalui mekanisme lain yang diperbolehkan, sehingga berdampak pada sebagian pengusaha yang mendapatkan modal usahanya melalui pinjaman telah menimbulkan permasalahan pada saat penyelesaian kewajiban terhadap utang piutang.
Pinjaman-pinjaman yang diberikan kreditor dapat berupa : [footnoteRef:1] [1:  Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002. hlm.6] 

1. Kredit dari bank, kredit dari perusahaan selain bank atau pinjaman dari orang perorangan (pribadi) berdasarkan perjanjian kredit atau perjanjian pinjam meminjam uang.
2. Surat-surat  utang jangka pendek (sampai dengan 1 tahun) seperti misalnya commercial paper  yang pada umumnya berjangka waktu tidak lebih dari 270 hari.
3. Surat-surat utang jangka menengah (lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun).
4. Surat-surat utang  jangka panjang (di atas 3 tahun) antara lain  berupa obligasi  yang dijual melalui pasar modal atau dijual melalui  direct placement.
Pemberian kredit oleh kreditor kepada  debitor dilakukan  karena kreditor percaya bahwa debitor akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian faktor pertama  yang menjadi pertimbangan adalah itikad baik dari debitor untuk  menyelesaikan kewajiban  pinjamannya sehingga kepercayaan (trust) dari kreditor kepada debitor merupakan salah satu faktor dalam memberikan fasilitas pinjaman. 
Langkah untuk  memantapkan keyakinan  kreditor bahwa debitor akan secara nyata mengembalikan pinjamannya setelah jangka waktu pinjaman sampai, maka  hukum memberlakukan beberapa asas  menyangkut  jaminan. Jaminan atau agunan dalam suatu perjanjian kredit adalah sesuatu yang mutlak dalam pemberian kredit, hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yaitu tiada kredit tanpa jaminan. Jaminan diperlukan dalam kredit sebagai pejamin kepastian, ketertiban, dan kelancaran pelunasan utang debitor kepada kreditor[footnoteRef:2]. [2:  Mutiara Nur Hanifa, Faktor-Faktor Bank Dalam Memberikan Pinjaman Kredit Dengan Jaminan Barang Komoditas, Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hlm 42] 

 Apabila debitor ternyata karena sesuatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada debitor, maka harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada  dikemudian hari  menjadi agunan  utangnya  yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang itu[footnoteRef:3]. Asas ini dalam KUH Perdata dituangkan dalam Pasal 1131 KUHPerdata, bahwa  [3:  Nurlia Latukau, Bambang Winarno, Bambang Sudjito, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Atas Objek Jaminan Fidusia Yang Dibebani Fidusia Ulang Oleh Debitor Yang Sama, Jurnal Hukum, hlm 18] 

”segala harta kekayaan debitor baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan-perikatan perseorangan”.  

Pasal 1131 KUH Perdata, sudah merupakan jaminan utang yang berlaku umum yang memungkinkan terjadi pemberian jaminan oleh seseorang kepada kreditor. Harta kakayaan debitor akan menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditornya (Pasal 1132 KUH Perdata).  Pasal 1132 KUHPerdata mengisyaratkan bahwa setiap Kreditor memiliki  kedudukan yang sama  terhadap Kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang karena memiliki  alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada  kreditor-kreditor lainnya. Hal yang berhubungan dengan kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum  yang mendukungnya. Salah satu  sarana hukum yang diperlukan adalah peraturan tentang kepailitan termasuk  peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dengan undang – undang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatblad 1906:348) kemudian diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998  yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang  Kepailitan.  Saat ini diubah lagi menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU). 
Perlindungan terhadap kreditor pemegang hak tanggungan dapat ditinjau dari berbagai pasal diantaranya Pasal 1 angka 1, Pasal 20 ayat (1), dan Penjelasan Angka 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah memberikan keistimewaan asas droit de preference. Kemudian Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan bahwa sekalipun objek hak tanggungan beralih kepada orang lain, hak tanggungan tetap mengikat atas objek tersebut, yaitu asas droit de suite. Selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah menyatakan meskipun pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, kreditor pemegang hak tanggungan tetap dapat memperoleh haknya. Rumusan dari pasal ini selaras dengan Pasal 55 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan kreditor dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sehingga mengabaikan fakta terjadinya kepailitan.
Namun di lain sisi, mendasarkan pada ketentuan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, setiap tindakan dalam pengurusan dan pemberesan aset termasuk rencana daftar pembagian hasil penjualan boedel pailit harus mendapatkan persetujuan hakim pengawas. Keadaan apabila kurator tetap menjual aset pailit dengan status non-boedel pailit, hakim pengawas seharusnya bisa melaporkan masalah itu ke hakim pemutus perkara termasuk mengusulkan penggantian kurator.
Sebagaimana diketahui, pemegang hak tanggungan alias penerima hak tanggungan disebut pula sebagai kreditor separatis. Dalam hukum kepailitan, kreditor separatis memiliki tempat yang istimewa dibanding jenis kreditor lainnya. Dikatakan separatis yang berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya[footnoteRef:4].  [4:  Titik Tejaningsih, Perlindungan Hukum terhadap Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit, FH UII Press, Yogjakarta, 2016, hlm 118] 

Konsepsi pemenuhan hak kreditor pemegang hak tanggungan alias kreditor separatis untuk menjual objek hak tanggungan dilaksanakan apabila debitor tidak memenuhi prestasinya atau cidera janji. Namun permasalahan timbul ketika harta debitor masuk dalam boedel pailit karena tentunya kreditor tidak dapat mendapatkan pengembalian harta dari kreditor sebelum adanya putusan pengadilan.


B. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dikemukakan  masalah-masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor pemegang hak tanggungan atas masuknya objek tanggungan dalam boedel pailit?
2. Bagaimanakah  kedudukan hukum boedel pailit dari harta debitor menurut Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah?

BAB II
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[footnoteRef:5] Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu[footnoteRef:6]. Metode yang dapat  digunakan adalah sebagai berikut: [5:  Peter Mahmud Marzuki,Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35]  [6:  Johny Ibrahim,Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,Bayu Publlishing, Malang, 2006, hlm 26] 

1.	Spesifikasi Penelitian
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis,[footnoteRef:7] yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai perlindungan hukum kreditor terhadap harta kreditor yang masuk dalam budel pailit dihubungkan dengan Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Sifat penelitiannya deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menguraikan serta sekaligus menganalisis mengani fakta-fakta melalui pendekatan peraturan perundang-undangan[footnoteRef:8]. [7:  Ronny Hanitijio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.]  [8:  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 96] 

2.	Metode Pendekatan.
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pengkajian terhadap data pustaka sebagai data sekunder[footnoteRef:9], berupa hukum positif yang mengatur dan berkaitan perlindungan hukum kreditor terhadap harta kreditor yang masuk dalam budel pailit dihubungkan dengan Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.  [9:  Ibid.,  hlm.11.] 



BAB III
PEMBAHASAN

A.    Akibat Hukum Dan Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Atas Masuknya Objek Tanggungan Dalam Boedel Pailit
Hak  tanggungan  pada  pokoknya merupakan  perjanjian  yang  bersifat  asesoir. Menurut  Sri  Soedewi  Masjchoen  Sofwan  jaminan dikonstruksikan  sebagai  perjanjian  yang  bersifat asesoir yaitu senantiasa merupakan perjanjian yang dikaitkan  dengan  perjanjian  pokok,  dan  mengabdi pada  perjanjian  pokok[footnoteRef:10]. Pendapat  serupa dikemukakan  Mariam  Darus  Badrulzaman,  yang  menyatakan  bahwa  sifat  asesoir sesuai  sifat yang melekat pada hukum jaminan. Gadai dan Hipotek. Lahir  dan  berakhirnya  penyerahan  Hak  Milik bergantung  pada  hutang  pokok.  Hal  ini  berdasar bahwa pada umumnya diakui bahwa segala sesuatu yang memperoleh dukungan akan menjadi lebih kokoh ketimbang saat sebelumnya ketika tidak ada pendukungnya,  maksudnya  perjanjian  utang  piutang  kedudukannya  akan  semakin  kokoh manakala didukung oleh perjanjian jaminan teutama adanya perjanjian kebendaan. Begitu pula bilamana perjanjian obligatoir termasuk perjanjian kredit yang bermula  sekedar  memiliki  sifat  relatif  sehingga kreditornya  hanya  bersifat  kreditor  konkuren, bilamana  kemudian  didukung  oleh  perjanjian jaminan  yang  memiliki  sifat  kebendaan, mengakibatkan kreditor yang bersangkutan berubah posisi  menjadi  kreditor  preferen  dengan  hak-hak yang lebih istimewa[footnoteRef:11]. [10:  Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan,  Hukum  Jaminan  di  Indonesia:Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan, Liberty, Yogyakarta,  1980, hlm. 37]  [11:  Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 95-96] 

Jaminan  hak  tangungan  ini  termasuk dalam  jaminan  kebendaan,  hal  ini  karena  jaminan Hak Tanggungan lahir dari perjanjian yang bersifat accessoir.  Menurut  Sutan  Remy  Sjahdeni, Perjanjian  Hak  Tanggungan  bukan  merupakan perjanjian  yang  berdiri  sendiri.  Keberadaannnya adalah karena adanya perjanjian lain yang disebut perjanjian  induk.  Perjanjian  induk  bagi  perjanjian Hak Tanggungan adalah perjanjian hutang piutang yang  menimbulkan  hutang  yang  dijamin,  dengan kata  lain  perjanjian  Hak  Tanggungan  adalah perjanjian  accesoir,  dan  merupakan  perjanjian jaminan kebendaan[footnoteRef:12]. Dalam angka  8  Penjelasan  Umum  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  dinyatakan : “oleh karena Hak Tanggungan menurut  sifatnya  merupakan  ikutan  atau  accessoir  pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran  dan  keberadaannya  ditentukan  oleh adanya  piutang  yang  dijamin  pelunasannya”. [12:  Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hak  Tanggungan  –  Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan,  Alumni, Bandung, 1999, hlm. 29.] 

Dengan  demikian,  sesuai  dengan  sifat Accecoir dari hak tanggungan tersebut untuk proses pembebanan  hak  tanggungan  yang  didahului dengan  perjanjian  yang  menimbulkan  hubungan hukum hutang piutang yang dijamin pelunasannya, yang  merupakan  perjanjian  pokoknya. Sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  10  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  yang  menyatakan  bahwa  pemberian  hak tanggungan  didahului  dengan  janji  untuk memberikan hak tanggungan sebagaimana jaminan pelunasan  hutang  tertentu,  yang  dituangkan  di dalam dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian hutang piutang yang bersangkutan.
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah  menyatakan  bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang atau badan hukum  yang  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan perbuatan hukum terhadap obyek hak tanggungan yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 8 tersebut, maka Pemberi Hak Tanggungan di sini adalah pihak  yang berutang atau debitor.  Berkenaan  dengan  hak  tanggungan  maka  apabila  ada  gugatan  dari  pihak  ketiga  untuk membatalkan sertifikat hak atas tanah yang sedang dijadikan objek jaminan oleh debitor,dan kemudian atas gugatan itu oleh Pengadilan diputuskan bahwa pihak  ketiga  yang  menggugat  menjadi  pemilik sah atas  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  akan mengakibatkan hak debitor terhadap objek jaminan menjadi   hapus,  dimana  hapusnya  hak  debitor terhadap  objek  jaminan  akan  mengakibatkan hapusnya hak tanggungan yang sedang berjalan.
Hapusnya  Hak  Tanggungan  sebagai  perjanjian  kebendaan  mempunyai  akibat  hukum, yaitu  berubahnya  posisi  Kreditor,  yang  semula  berkedudukan sebagai Kreditor preferent yang mempunyai  hak  kebendaan  kemudian  berkedudukan  sebagai  kreditor  konkurent  yang mempunyai  hak  perseorangan.  Hak  perseorangan merupakan hak yang timbul dari jaminan umum atau jaminan  yang  lahir  dari  undang-undang, sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  1131 BW.  Oleh  karena  itu  Kreditor  mempunyai persamaan hak dan persamaan kedudukan dengan Kreditor  lainnya  terhadap  harta  seorang  Debitor sehingga dalam pemenuhan piutangnya tidak dapat didahulukan  pembayarannya  sekalipun  di  antara mereka  ada  yang  mempunyai  tagihan  yang  lahir terlebih  dulu  dari  pada  yang  lain.  Konkretnya seorang Kreditor tidak berhak menuntut pelunasan  lebih dulu dari Kreditor yang lain
Dilain sisi, mengkaji masalah kepailitan sebagaimana diatur dalam Kepailitan dengan merujuk kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  yaitu  sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagai diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan frasa tersebut maka dapat kita artikan bahwa kepailitan adalah suatu kondisi dimana debitor tidak lagi berwenang atas harta-hartanya selama proses kepailitan berlangsung dikarenakan kewenangannya beralih kepada kurator.
Kepailitan  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  debitor  sesuai  pasal  24  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang  bahwa  “Debitor  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  termasuk  dalam  harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan”.  Harta  pailit  adalah  harta  milik  debitor  yang  di  nyatakan  pailit  berdasarkan  keputusan  pe-ngadilan.  Mengenai  harta  pailit  yang  terjadi  akibat kepailitan  meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh  selama  kepailitan  sesuai  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  Namun  ketentuan  tersebut  tidak berlaku terhadap isi dari Pasal 22 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan  akibat  pernyataan  pailit  bagi  kreditor  adalah  kedudukan  para  kreditor  adalah  sama  (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit  sesuai  dengan  besarnya  tagihan  mereka  masing-masing  (pari  passu  pro  rata  parte).

B.    Kedudukan Hukum Boedel Pailit Dari Harta Debitor Menurut Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Sebagaimana diketahui, Salah satu hak jaminan kebendaan adalah hak tanggungan dan kreditor yang memegang hak tanggungan merupakan kreditor separatis. Kreditor separatis ini mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangnya. Ciri dari preferensi hak tanggungan ini adalah di dalam perjanjian hak tanggungan diperjanjikan bahwa apabila debitor wanprestasi, kreditor dengan kekuasaaan sendiri dapat menjual obyek hak tanggungan. Preferensi yang dimiliki oleh pemegang hak tanggungan ini merupakan perwujudan dari asas yang dikenal dalam hukum jaminan yaitu asas "droit de preference ". 
Hak kreditor separatis sebagai pemegang hak tanggungan ini secara jelas telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau b. title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kreditor lain.
Pelaksanaan hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan seperti yang telah diamanatkan oleh Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah di atas, tidak semudah yang diharapkan. Hak untuk menjual dengan kekuasaan sendiri (beding van eigen machtige verkoop) masih harus memerlukan persetujuan (fiat executie) dari pengadilan. Demikian pula dalam implementasi eksekusi hak tanggungan berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan tidak jarang akan menghadapi perlawanan (verzet). 
Secara khusus pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hak eksekusi kreditor separatis pemegang hak tanggungan terhadap hak tanggungan yang berada dalam penguasaan kreditor ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari (masa stay).Selama penangguhan ini obyek hak tanggungan berada dalam pengawasan kurator, peranan kurator untuk mengawasi obyek hak tanggungan ini merupakan ciri dalam hukum kepailitan. 
Pada dasarnya, hak-hak pemegang hak tanggungan yang telah dilindungi oleh Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, namun tidak terlindungi lagi jika debitor dinyatakan pailit karena berlaku Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (masa stay) yang menangguhkan eksekusi pemegang hak tanggungan selama 90 hari.  
Ditinjau dari ilmu hukum, apa yang ditentukan dalam Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengenai hak tanggungan khususnya yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah telah menyebabkan adanya benturan norma hukum (norm conflict). Hak-hak kreditor pemegang hak tanggungan berupa parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat Hak Tanggungan telah dibatasi oleh Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengutamakan pembayaran (pelunasan) piutang kreditor pemegang hak tanggungan saja.).


BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:
1. Kedudukan  para  kreditor  adalah  sama  (paritas creditorium) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit  sesuai  dengan  besarnya  tagihan  mereka  masing-masing  (pari  passu  pro  rata  parte)  Namun demikian asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan yaitu  kreditor  separatis. Sedangkan upaya hukumnya adalah penekanan terhadap ketentuan Pasal Pasal 100 jo. Pasal 102 Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lah yang dapat dilakukan kreditor separatis ketika terjadi “pelumpuhan” hak kreditor separatis dalam mengeksekusi harta debitor
2. Pada dasarnya pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan yang memperhatikan kreditor separatis hanya dapat terwujud ketika ada sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berupa penyelarasan perlindungan hukum




DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Yani,  Widjaja Gunawan  Seri  Hukum  Bisnis  Kepailitan,  Cetakan  ke-1.  Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
Badriyah  Harun,  Penyelesaian  Sengketa  Kredit  Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
Boedi Harsono, Hukum Agaria Indonesia, Sejarah Pembentukan  Undang  –  Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok  –  Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya,  Jilid 2, Djembatan, Jakarta, 2008
Dhaniswara K. Hardjono, Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
Djuhaendah Hasan,  Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain Yang Melekat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
_____, dan Salmidjas Salam, Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan, Karya Medi, Jakarta, 2000.
Emy Yuhassarie, (ed), Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangnnya, PPH, Jakarta, 2004.
Frieda  Husni  Hasbullah,  Hukum  Kebendaan  Perdata,  Jilid  2,  Ind-Hil Co, Jakarta,  2008
H. Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia, ANDI, Yogyakarta, 2005
Hermansyah,  Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana, Jakarta, 2010
Indrawati Soewarso,  Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2008
Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Isis Ikhwansyah (et.al.), Hukum Kepailitan Analisis Hukum Perselisihan Dan Hukum  Keluaarga Serta Harta Benda Perkawinan, Keni media, Bandung, 2012.
J. Fred Weston dan Eugene F. Brigham, penerjemah Alfonsus Srinita,  Dasar-dasar  Keuangan Manajemen, Erlangga, Jakarta, 1994
Jono, Hukum Kepailitan Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, 
J. Satrio, Hak Jaminan Kebendaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002
______,   Hukum  Jaminan  Hak-hak  Jaminan  Kebendaan,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
Kartini Muljadi, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
_____,  Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2006.
_____,  Isis Ikhwansyah, Cinintya Putri Deany, Hukum Kepailitan Analisis Jaminan Perorangan (Personal Guarantor) dalam Perkara Kepailitan, Bandung: Keni Media, 2019
Mariam Darus Badrulzaman, Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai, Fidusia, Bandung: Alumni, 1987
_____, Aneka Hukum Bisnis, Bandung: Alumni, 2005
_____, Benda-Benda Yang Dapat Diletakka Sebagai Objek Hak Tanggungan  dalam  Persiapan  Pelaksanaan  Hak  Tanggungan  di  Lingkungan  Perbankan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Buku Kompas, Jakarta, 2001
M. Bahsan, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bina Cipta, Bandung, 2002.
_____, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis,  (Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional),  Alumni, Bandung, 2002.
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
Ni. Hadi Shubhan,  Hukum Kepailitan, Norma, Prinsip dan Praktek di Peradilan,  Kencana, Jakarta, 2008
Otje Salman dan Eddy Damian,  Konsep-Konsep Hukum  dalam Pembangunan, Alumni, Bandung, 2002.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Kencana  Prenada Media Grup, Jakarta, 2013
Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
Rahayu   Hartini, Hukum  Kepailitan.  Asas-  asas  hukum  kepailitan,  UMM  Pres, Malang,  2012
Robinta  Sulaiman  &  Joko  Prabowo,  Lebih  Jauh  Tentang  Kepailitan,  Cetakan  Ke-1, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000
Ronny Hanitijio, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Ind., Jakarta, 1994.
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kamus Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1973
Ruddhy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Piutang melaui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001.
Salim,  HS,  Pengantar  Hukum  Perdata  Tertulis  (BW), Sinar  Grafika,  Jakarta,  2002.
Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 2008
Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2002.
Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Perdata – Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980
Sri  Soedewi  Masjchoen Sofwan,  Hukum  Jaminan  di  Indonesia:Pokok-Pokok  Hukum  Jaminan  dan  Jaminan  Perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980
Subekti, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Meurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1989
Sunarmi, Hukum Kepailitan, USU Press, Medan, 2009
Sutan  Remy  Sjahdeini,  Hak  Tanggungan  –  Asas-Asas,  Ketentuan  Pokok  dan  Masalah  Yang  Dihadapi  Oleh  Perbankan,  Alumni, Bandung, 1999
_____, Hukum Kepailitan Memahami Faillissements verordening Juncto Undang-Undang No.4 Tahun 1998, Grafiti, Jakarta, 2002.
Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, Gramedia, Jakarta, 2008.
Victor Situmorang  &  Soekarso.  Pengantar  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia,  Rineka Cipta, Jakarta, 1994

Zaeny Asyhadie, Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
Zainal Asikin,  Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia,  Surabaya: Bina  Ilmu 1990.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke 4
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU.

Sumber Lain:

A.A. Oka Mahendra, Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta, 2010, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 17 Februari 2022
Brando Yohanes Tendean, Akibat Hukum Tentang Debitur Yang Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Jurnal Lex Privatum Vol. V/No. 3/Mei/2017. 
 “HSBC Pailitkan Penjamin Mega Graha Internasional, edisi 10 Mei 2017, https://legaleraindonesia.com/hsbc-pailitkan-penjamin-mega-graha-internasional/, ]13/01/2021]
Ridwan, Kedudukan Kurator Dalam Melakukan Eksekusi Budel Pailit Yang Berimplikasi Pada Pelaporan Secara Pidana Suatu Kajian Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,  Jurnal Ius Constituendum Volume 3 Nomor 2 Oktober 2018.
Royke A. Taroreh, Hak Kreditor Separatis Dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit, Jurnal Hukum Unsrat Vol.II/No.2/Januari-Maret 2014
Sriwijiastuti , Lembaga Pkpu Sebagai Sarana Restrukturisasi Utang Bagi Debitor Terhadap Para Kreditor (Studi Kasus Pada Pt. Anugerah Tiara Sejahtera), Tesis, SEMARANG: Universitas Diponogoro, 2010.

1

